
S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 27 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan juncto Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

menyebutkan bahwa Lembaga Negara, Pemerintahan 

Daerah, Perguruan Tinggi, serta BUMN dan/atau BUMD 

wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut; 
 

Mengingat   : 1.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679); 

5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

7.  Peraturan Kepala Arsip Negara Nomor 17 Tahun 2009 

tentang Prosedur Penetatapan Jadwal Retensi Arsip 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota ; 

8.  Peraturan Kepala Arsip Negara Nomor 25 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pemusnahan Arsip; 

9.  Peraturan Kepala Arsip Negara Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah   

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 25);                

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 81); 
 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 

SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

TANAH LAUT. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. 

8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. 

9. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Adalah Kepala Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. 

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. 

11.    Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 

meliputi Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, 

Kecamatan, Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. 

12.    Kearsipan adalah hal- hal yang berkenaan dengan arsip. 

13.   Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan  

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  

yang  dibuat  dan  diterima  oleh  lembaga  negara,  Pemerintahan  Daerah,  

lembaga   pendidikan,   perusahaan,   organisasi   politik,   organisasi  

kemasyarakatan,    perseorangan    dalam    pelaksanaan    kehidupan  

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.                                                          

14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 

berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 

arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu 

jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

15. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif 

adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu 

penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai 

pedoman penyusutan arsip substantif. 
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16.   Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

17. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan 

dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat 

diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

18. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau 

terus menerus. 

19.   Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 

20.   Arsip  Statis  adalah  arsip  yang  dihasilkan  oleh  pencipta  arsip  karena 

memiliki  nilai  guna  kesejarahan,  telah  habis  masa  retensinya,  dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau 

lembaga kearsipan. 

21. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas, pokok dan 

fungsi penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh SKPD. 

22.   Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 

kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, 

keamanan dan keselamatannya. 

23.   Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip 

terjaga. 

24. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip 

bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 

25.   Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan 

yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan 

pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab 

melaksanakan kegiatan kearsipan. 

26. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan  

tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan 

kearsipan. 

27. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 

dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang 

pengelolaan arsip dinamis. 

28. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip 

bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 

29. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi 

dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang 

pengelolaan arsip dinamis. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan Retensi Arsip Substantif oleh SKPD. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin 

kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dan penentuan 

jangka waktu penyimpanan serta penyusutan Arsip Substantif. 
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BAB III 

JRA SUBSTANTIF 

 

Pasal 3 

 

JRA Substantif memuat nomor, jenis arsip, retensi arsip dan keterangan. 

 

Pasal 4 

 

Jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : 

a. urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

b. urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

c. urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana ; 

d. urusan Penanggulangan Bencana; 

e. urusan Pendidikan dan Kebudayaan; 

f. urusan Perpustakaan; 

g. urusan Sosial; 

h. urusan Penanaman Modal; 

i. urusan Perindustrian ; 

j. urusan Ketenagakerjaan; 

k. urusan Komunikasi dan Informatika; 

l. urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

m. urusan Perdagangan; 

n. urusan Perhubungan; 

o. urusan Pertanian; 

p. urusan Kearsipan; 

q. urusan Kesehatan; 

r. urusan Pemerintah Daerah; 

s. urusan Pendidikan dan Pelatihan; 

t. urusan Perencanaan Pembangunan; dan  

u. urusan Lingkungan Hidup. 

 

Pasal 5 

 

Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi retensi aktif dan 

retensi inaktif. 

 

Pasal 6 

 

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat rekomendasi 

yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau 

dipermanenkan. 

(2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan : 

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip 

tersebut tidak memiliki nilai guna; 

b. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap 

berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan; dan 
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c. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna 

kesejarahan. 

 

Pasal 7 

 

JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 23 April 2019                      

 

                                        BUPATI TANAH LAUT, 

 

                                           Ttd                   

 

                                          H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 23 April 20193 

0 November  

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

              

   H. SYAHRIAN NURDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 27 

 

 


